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KEPUTWSAN GUBERNUR KEPALA DABRAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: G/ 555//B.IV/HK/1991.

TENT ANG ‘

ESAHANSPERATURAN DAEERAH KABUPATEN DAERAH TINGRAT II-
NG UTARA NOMOR 18 TAHUN 1989 TENTANG BIAYA PELAYANAN
HATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA BUMI DAN INSTANSI

ATAN DINAS KESEHAT LAM KABURATEN DAERAH TINGKA®-
II »tleG WTARA

Membaca v:

. HATAN PADA RUMAH SAK
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4. Uhdang—undang nomor -9 tahun 1960;
. :
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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara nomor. =

188/B.007/BG.II/HK/1989 tanggal 28 Desember 1989 prihal -
mohon pengesahan 8 {delapan) Peraturan Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lampung Utara;

2. Peraturan Daerah Kébupaten~Daerah»Tingkat IT Lampung Utard
nomor 18 tahun 1989 tentahg’biaya pelayanan kesehatan pada
Rumah Sakit Umum Kota Bumi dan Instansi Kesehatan Dinas Ke-
'sehatan dalam Kabu?aten;Daarah Tingkat II Lampung Utara.

wa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan perkembang=-

‘an keadaan dewasa ini, dipandang perlu uhtuk'mengesahkang Pe~
: "raturan Daerah dimaksud.
 Mengingat :

. Undang-undang nomot -5 tahuh71974;
Undang-undang nomor 14 tahun 1964;
Undang-undang nomor 12 Drt tahun 1957;

Peraturan Pemerintah nomor’ 7 tahun 1987;
. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam -
Negeri RI nomor. 684.a/Merkes/SKB/IX/1987 dan tomor.87/1987.
MEMUTUS KA N: ’
MENGES HKAN PERATURAN DAE AH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Iijiff
PUNG UTARA NOMOR 18 TAHUN 1989 TENTANG BIAYA PELAYANAN KES =
I UMUM KOTA BUMI DAN INSTANSI DINAS KE-

s ATAN DALAM KABUPATEN DAE{~;;TINGKAT II LAMPUNG UTARA,; DE-
-NGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIRUT :

1. Judul dan penjelasan Peraturan Daerah diubah dan harus di-

baca:

- MREFRIBUSI PEMERI AWATAN,; PENGOBATAN DAN PENGGU--
' NAAN FASILITAS R P UMUM KOTA BUMI DAN UNIT PELA~
YANAN KESEHATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT -
II LAMPUNG UTARA"™.
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